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Menimbang: 

' Mengingat 

BUPATI GORONTALO 
  

  

———— 
  

PERATUKAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR 2. TAHUN 2014 

TENTANG 

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

bahwa guna menjamin efisiensi dan efektifitas 

pengelolaan arsip dinamis, penyelamatan dan pelestarian 

ars'p statis sebagai bahan pertanggungjawaban nasional 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gcrontalo, perlu 

dibuat jadwal retensi arsip, 

bahwa untuk melaksankan Peraturan Kepala Arsip 

Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Retensi Arsip Keuangan, maka membentuk jadwal 

retensi arsip keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo 

dengan Peraturan Bupati, 

bah va berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

membentuk Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi 

Arsiv Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, 

Uncang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822), 

  

  

  
 



  

Is
 Undang-Undang Nomer 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukar Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Pepublik Indonesia Nomur 4060), 

Undar.g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemeristahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebayaimana telah diubah untik kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomci 12 Tahun 2608 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Talin 2008 Nomor 59, 

Tamkahan Lembaran Negara Republik Inconesia Norror 

4844): 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2909 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5071), 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pem bentukan Peraturan Perundang-undangan 

'Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indenesia Nomor 5234), 

Peraturan Pernerintari Nomor 30 Tahun 1979 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati 1! Gorontalo dari 

Isimu ke Limboto (Lemr.baran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1979 Nomor 45, Tanbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomcr 3147): 

Feraturan Pemerintun Nomer 34 Tahun 1979 tentang 

Penyusutan Arsip (Lembaran Negara RepukLlik Indonesia 

Tahun 1979 Nomor S1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Noranor 3151): 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tantang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kaoupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2607 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Nzgari Republik Indonesia Nomor 4737), 

 



Mesetankan : 

1C 

11. 

12. 

Feraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Neyari Republik Indonesia Nomor 5286), 

.Kepatusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang 

Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 143), 

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2613 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Keuangan, 

Surat Arsip Nasionel Republik Indonesia tentang 

Persetujaan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan 

Pemerintah Kabupa'en Gorontalo Nomor 

F.JRA/242/2013, 

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP 

KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalara Peraturan Bugati ini yang dimaksud dengan: 

1. 

2. 

Daerali adelah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo. 

Pemerintah Daerah adalah  Kupala Daerah dan 

peranm«at daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

Kepala Daerah &talak Bupati Gorontalo. 

Kantor adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan 

Dokumentasi Kabupaten Gorontalo. 

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berb:.gei bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi: dan komunikasi yarg dibuat dan 

diterima oleh lembaga negara, pemzrintahan daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 

orgenisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam



    

8. 

10. 

11 

12. 

13. 

14. 

pelaksanaan kehidupan hermasyarakat, berbangsa, dan 

bernezara. 

Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara 

langsung dalam kesiatan pencipta arsip dan disimpan 

selama jargka waktu tertentu. 

Arsip Akt:if adalah arsip yang frekuensi penggunaannya 

tinggi dan/atau terus menerus. 

Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya 

selan menurun. 

Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta 

arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis 

retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah 

diverifikas' baik secara langsung maupun tidak langsing 

oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga 

kearsipan. 

Akses Arsip acaluh ketersediaan arsip sebagai hasil dari 

kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan 

sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan 

pemanfaatan #rsip. 

Pen:ipta Arsip adalah pihak yang mempuryai kemandirian 

dan otoritas dalan pelaksanaan fungsi, tugas, dan 

tanggung jawab di hidang pengelolaan arsip dinamis. 

Unit Kearsipan adalah satuan kerja paaa pencipta arsip 

yang mempuryai tugas dan tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan kearsipan. 

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA 

adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka 

waktu penyimpanar atau retensi, jenis arsip, dan 

keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan 

suatu jenis arsip dimusnahxan, dinilai kembali, atau 

dipermanenxan yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyusutan dan peasyelarratan arsip. 

Penyusutan arsip adalah kegiatan pengirangan jumlah 

arsip dengan cara pemindanan arsip inaktif dari unit 

pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak 

merail'ki nilai gune, dan penyerahan arsip statis kepada 

lembaga kearsipan. 

 



BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Pengaturan JRA di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Gorontalo  dimzksudkan — untuk menjamin tertib 

adininistrasi prosedur pengajuan penetapan JRA. 

(2) Pengaturan JRA di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Gorontalo bertujuar untuk pedoman penyusutan dan 

penyelamatan arsip. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup pensaturan JRA meliputi: 

a. Jeris arsip, 

b. Jangka waktu, retensi, dan 

C. Keterangan yarg berisi rekomendasi tentang suatu jenis 

arsip Cimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan. 

Pasal 4 

JRA Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum 

calam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Arsip yang masih dipergunakan dalam pelaksanaan "ugas, 

retensinya dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan 

setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan 

Unit Organisasi.



BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Sh 

Pasal 6 

Hal-hal yang belum Giatur dan/atau belum cukup diatur 

dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya 

akan dietar lebih larjut dengan Keputusan Kepala Daerah. 

Pasal 7 

Peraturan ini mulai berlaka pada tanggal diundangkan. 

Agar seuiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Pupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Gerontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

sada tanggal 6 danvan Lk 

       

  

1 GORONTALO, 

DAVIIP BOBIROE AKIB 

Diundangkan di Limboto» 

sada tanggal b kenuan JO 

  

SEKRETARIS D BUPATEN GORONTALO, 

  

   

  

i 

AN ISISAH Uu. TAYEB 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR &



E
L
 

  

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR 

TAN Gak : 

TENTANG: JADWAL RETENSI ARSIP KEVANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALC 

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

  

  

  

  

  

  

      a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan     

— w 

NO SZNIS DOKUMENYAKSIP AN EKA BYAKTU SIMPAN IN AKTIF KETERANGAN 

4 3 3 4 1 5 

A IRENCAMA SNGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAETAH (RarZZ, | 

| DAN ANGGARAN PENDAPAT38!! DAN BELANJA DAERAH PEKUDAHAN (APBD-P) | 

1 'Penyusunar Prioritas Plafon Anrgaran (PPA) 

a. Arah kebijakan Umum, Strategi, Pnicritas dan Penstra ' | 2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun Permanzn 

- Dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

- Dokumen Rencana Kerja Satuan Keria Pemeriniah D2erah (Reja) 

8 Det umen Rancangan Xebtak:3 Umum angezran (KUA) yang telah dibahas bersar.3 antara DORD dan Pemerintah | 2 Tahun setelan tehur anggaran beraktr 3 tahun Dinitzi Kembali 

Cc. rta Nota Kesepakatannya 2 Tanun setelah tarun anggaran berakhir 3 tahun Dinilai Kembali 

&. Dokumen Ranuangan Prioritas Pla“on Anggaran Semen.ara (PPAS) 2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun Dinilai Kersbali 

e. Nota Kesepakatan FPA ? Tahun setciah tahun anggaran berakhir 3 tahun Dinilai Kembali 

f. Prioritas Plafon Anggaran 2 Tah.in setelah tahun anggaran barakhir 3 tahun Dinilai Kembali 

2 (Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPAS) 

a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah 2 Tahun setelah tahur anggaran berakhir 3 tahun Dinilai Kembali 

b. Dokumen RKA-SKPD 2 Tanun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun Dinilai Kembali 

Penyampaian Rancangas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

3 IDaerah (DPRD! das Pemerintah Daerah 

Per.gantar Nota Keuangar, Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) : 

a. - Nota Keuangan Pemerintah 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun Permanen 

- Materi RAPBD 

b. Hasil Pembzhasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun Dinilai Kemuali 

Daerah (DPRD) dar Pemerintah Daerah 

n. Dokumen Persetujuan bersama amara DPRD oan Kepaia Daerah tentang Raperda APBD 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun Permanen 

d.  Dorumen Parcangan Penjataran APBD beserta Lampirannva 2 tahun setelah tahun angcaran berakhir 3 tahun Permaren 

(- Penyampaian Permohonan Evaluasi Kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD beserta nenjabarannya 2 tahun setelah tahu anggaran berakhir 3 tahun Permanen 

t. Hasil Evalyas: Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun Permanen 

0. Penetapan Perda APBD oleh Guheriur beseri2 penjabarannya 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun Permanen 

h. Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Z tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun Permanen 

4 |Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 

  

Kabupaten Gorontalo Nomor : P.JRA/242/2013 Halaman 1 dari 20-halaman 

 



  

    

  

JANGKA WAK) U SIMPAN 
  

  

  

    

  

  

    2) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah, antara lain : 

- Pajak Hotel   - Pajak Restoran 

pertanggungjawaban APBD disahkar     

.. 
NO JENIS DOKUMENJ/ARSIP AKTIF TARIF KETERANGAN 

1 . I . 2 3 4 5 

1) Kebijakan Umum, Strategi, Prior uas dan Kensira Perubahar 2 tahun setelah tahun anggaran be axRir 3 tahun Dinilai Kembali 

- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Cokumen Pencana Kerja Satuan Kerja Pemenntah Daerah (Renja) 

2) Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas 2 tahun setelah tahun anngaran beraxhir 3 taun Dinilai Kembali 

bersama antara DPRD dan Pemerintah D:erah 

3) KUA Perubahan berserta Nota Kezeparatan 2 tahun seleiah tahun angaaran berakhir 3 tahun Oirilai Kembali 

NA Dokumen Rancangan Priuitas Plafon Anggaran Semcntara (PPAS) cerubahan 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun Dinilai Kembali 

5) Nota Kesempaxatan PPA Perubahan 2 tahun setelai: tahun anggaran berakhir 3 tahun Dinilai Kembz:i 

6) Prioritas Plafon Anggaren Perubahan 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun Dinilai Kembali 

b. Penyusunan Sz:zana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPPMI perubahan | 

1) Dorumen Pedoman Penyusunan RKA-SKP Perihahan yang telah disetujui Sckretaris Daerah 2 tahun setetah tahun anggaran berakhir 3 tahun Lesi Kembali 

2) Eokumen RKA- SKPD Peruhahan 2 tanun seteiah tahun anggaran berakhir 3 tahun Dinilai Kembali 

c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendanatan dan Belanja Daerah Perubahan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 

1) Pengantar Nota keuangan ''emerir.iat, dan Rencangani Peraturan Daerah RAPBC perubahan : 

- Nota Keuangan Pemerintah 

-  Maieri RAPBD : . 
2) Hasil Pembahasan Renc-.na Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPRD) perubahan olen Dewan 2 tehun setelah tahun anggaran Lerakhir | 3 tahun Diniiai Kembali 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pcmeritan Pusat 

| 3) Dokumen persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Uzerah tentang Rapcrda AF3D Perubuhan 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun Permanen 

4) Dokumen Kkancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun Parmmanen 

5) Pervamparsn Permoh nan Evahasi Kepada Menteri Dalam Neysr teniarg RAPBD perubahar. 2 tahun seteiah tahun anggaran berakhir 3 tanu Pennaen 

beserta penjabarannya 

6) Hasil Evaluasi Menteri Daram Negeri tentang RAPBOD perubanan 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun Permanen 

7) Penetapan Sarda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta yenjobarannya 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun Permaner. 

8) Peraturan Daerat. 'PERDA) tentang APBD Perubahan 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun Permanen 

B (PENYUSUNAN ANGGARAN 

1 Fasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Mus-enbang) kecamatan 2 tahun setelan tahun anggaran berakhir 3 tahun Pemanen 

2 Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) Kabupaten / Kota 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun Permanen 

3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah di setujui Sekretaris Daerah 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun Permanen 

4 Dokumen Pelaksanaan Angaran (DPA) SKPD yang telah disaiikan oleh Pe'ahat Pengelo:2 Keuangan Daerah 2 tahun setelah iahun anggaran perakiir 3 tahun Permaner 

(DOokmi 

C (PELAKSANAAN ANGGARAN 

1 Surat Penvedia Dara (SPP, SPM dan SP2D) : UP, GU, TU, LS Z tahun setelah perda tentang 5 tahun Dinilai Kembali 

pertanggunoiawaban APBD disahkan 

2 Penuapatan 

a. Pendapatan, Az'i Daerah 2 tahun setelah perda tentang 5 tenun 

| pertangyungjawabar. AFbD disahkan 

1) Surat Ketetapas Paiak Daerah | : 

Z tahun setelah perda tentang 5 tahun Dinilai Kembali   
  

... Kabupaten Gorontala Nomor : P.JRA/242/M013 

    
Halaman 2 dari 20 halaman 

.
.



  

  

  

  

— JANGKA WAKTU SIMPAN .. KETERANGAN | No! JENIS DOKLMEN/ARSIP AKTIF , IN AKTIF 
: z 3 4 2     

  
- Pajak Hiburan 

Pajak Reklame 

- Pajak Panerengan Ja:an 

Pajak Mine:st Bukan Logam Bantuan 

- Pajak Parkir 

- Pajak Air Tarah 

- Pajak Sarang Burung ““Yalet 

- PBB Sektor Peroesaan dan perkotaan 

- Bea Perolehan Hak atas Tarah dar. atau Bangunan (BPHTB) . 

2, Surat Ketetapan Retribusi Dzerah 2 tahun setelah perda tentang 5 tasun Diwal Kembsli 

pertanggungjawaban APBS disahkan 

2 tahun setelah perda tentang 

pertanggungjawasan APRD d.sahhan 5 tahun Dinilai kembali 
4) Bukti Pembayaran Retribusi, antara lain : 

a. Retribusi Jasa Umum 

- Retribusi Pelayanan Kesehatan 

- Petribusi Pelyznan Persampahan/Kebersihan 

- RKetrihusi Penggar:ian Biaya Cetar KTP dan Akte Sataran Sipi! 

- Retaibusi Pelayanan Semaren.an dan Pengaxvan Mayat 

'- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi ya'an Umum 

- Retribusi Pelayanan Pasar 

. - Retribusi Pengui'an Kandaraas Bemntor 

- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

- Retribusi Penggantian Biaya Setak Peta 

- Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 

b. Retribusi Jasa Usaha . , 
5 tahun Dinilai kembali 

.
 

  - Retribusi Pemakaian Kekayaan Dserah 2 tahun setelah perda tentang 

- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Fertokoan pertanggungjawaban APBD disahkan 

- Retribusi Tempat Pelelanvan 

- Retribusi Terminal 

- Retribusi Tempat Khusus Parkir 

- Retribusi Tempat Penginapan Pesanggiaharu Vilia 

- Retribusi Penyedotan Kakus 

- Retribusi Rumah Potonny Ii -ewan 

- Rewibusi Peleanan Pelabuhan Kapa! 

- Retribusi Teinpat Rekreasi dan Olah Raga 

- Retribusi Pervebrangan diatas Air 

- Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

  

2 tahun setelah perda tentang 5 tahun Dinilai kembali 

pertanggungjawaban APBD disahkan             
  - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

  

Kabupaten Gorontalo Nomor : ?.JRA/242/2013 Halaman 3 dari 20 halaman .



  

  

  JANGKA WAKTU SIMPAN 
  

  

  

    

  

    pertanggungjawaban APBD oisahkan 
  

Kabupaten Gorontalo Nomor : P.JRA/242/2013 

  

NO jE JENIS DOKUMEN/ARSIP AKTIF IN AKTIF KETERANGAN 

1 2 3 . 5 

- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

Retribusi Izin Ganyguan 

Retribusi Izin Trzyek I 

d. Retribusi Pengendalian calu Lintas 4 tahun setelah perda tentang 5 tahun Dinila: cemsali 

pertanggungjawabar. APBD disahkan 

e. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asuig (IMTA) 2 tahun setelah perda tentang 5 tahun Dinilai kembali 

pertanggungjawaban APBu disahkan 

5 Bukti Penerimaan Jasa Layanan kesetatan Masyarakat 2 tahun setelah perda tentang 5 tahun Dinilai kembali 

pertanggungjawaban APBD disahkan 

6 Uokumen Rasionalitas Hasi Ps-gelolaan Keayaan Daerar 2 tahun setelah pe-da tentang 5 tahun Dinilai kembali 

pertar gsungjawabas APBD disaran 

7 Bukti Penerix3an SKPD das: Badan Layaszsn Umum ) tahun setelah perda fentana 5 tshun Dinilai kempsli 

pertanggungjawabza APBD disahkan 

8 Bukti Penerimazn Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 2 tahun setelah perda tetang 5 tahun Dinilai kembali 

pertanogungjawsban APBD disahkan 

9 Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank 2 tahun setelah perda tentang S tahur Dinilai kemhali 

. : zertar.ggungjawaban AP3D c:sahkan 

Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan: 

») Dana Bagi Hasi! yang bersumber dari Pajak dan Bukan Pziak 2 tahun setelah pera tentang 5 tahun Dirvitai kembait 

| pertangaungjawaban APBD disahkan 

2) Dana Bagi Hasil unts- Kabupaten " 2 tahun setelah perda tentang £ tanun Dinilai kembali 

pertanggungjawaban APBD disahkan 

3) Dana Alokasi Umum (DAU) 2 tahun setelah perda tentang 5 tahun Dinilai kembali 

pertanggungjawaban APBD disahkan 

4) Dana Perimbangan untuk Daerah Yang Tidak Menerima DAU 2 tanun setelah perda tentang 5 tahun Dinilai kembali 

pertanggungjawaban APBD disahkan 

5) Dana Alokasi Khusus (DAK) 2 tahun seielah perda ientang 5 tahun Dinilai kembali 

pertanggungjawaban APBD disahkan 

Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah: 

1) Alokasi Dana Penyesuaian 2 tahun sete!ah perda tentang 5 tahun Dinilai kembali 

pertanggungjawaban AP3D disahkan 

2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantua:: Operasional Sekolah 2 tahun setelah perda tentang 5 tahun Dinilai kembali 

| pertanggungjawaban APBO disahkan : 

3) Bagi Hasil Pajak aari Pemerintah Frovinsi 2 tahun setelah perda tentang 5 tahwn Dinilai kembali 

| pertanggungjawaban APSD disahkan 

4) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi 2 tahun setelah perda tetang 5 tahun Dinilai kembali 

pertanggungjawaban APBD disahkan 

5) Penerimaan Hibah Yang Berswmber dari APRN, Pemerintah Daerah lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga 2 tahun setelah perda tentang 5 tasun Dinilai kembali 

pertanggungjawaban APBD disahkan 

G6. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 2 tahun sotelah perda tentang 5 tahun Dinilai kembali 

pertanggungjawaban APBD disahkan 

e. Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2 tahun setelah perda tentang 5 tahun Dinilai kembali   
  

Halaman 4 dari 20 halaman 
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  JANGKA WAKTU SIMPAN 
  

  

  
    

  
  

    8 Dokumen Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, yaiti: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM 

pendukung lainnya 

  

    
  

"0 JENIS DOKUMEN!ARSIP - AKTIF IN ATIF KETERANGAN 

1 2 - A c 

- Buku Kas F-mbantu (BKP, 
pertars,ungjawaban A: 2D disahkan 

| - Ringrssan Ferician Pengeluaran Objek 

| - Rekening Koran Bank 

| - Laporan Pertanggu.igjawaban Fungsinnal dani Airunistrasi 

| - Bukti penyetoran Patak 

- Regisier Penwups: Kas 

- Berita Acara Pemeriksaan 

- Laporan Realisasi Angyaran (LRA), Neraca, Catatan atas Lapuran Keuangan Termasuk “sip Data Komputer 

(ADK) 
- Laporan Pendapatzn Negara 

- Lapuran Keadaan “redit Anggaren (LKKA) Bulanan/Tiwulan/Semeste-s,: 

7 Daftar Gay 2 tahun setelah perda tenizng R tahun Musnah 

pertanggungjawaban APBD disahkan 

8 Kartu Gaji | 2 tahun setelah perda tentang 3 tahun Dinilai kembali 

pertan,,ungjawaban APBD disankan 

9 Data Rs4ening Bendahara Umum Daeran (BUD) i 2 tahun setelan perda tentang 5 tahun kkusnah 

penanggungjawaban APBD disahkan 

:9 Laporan Keuangan Tahuaan terdiri dar: : 2 tahun setelah perda tentang 5 tahun Permanar 

- Laporan Realisasi Anggarar (LRA) pertanyoungjawaban APBD disahkan 

| - Neraca 
- Catatar atas Lanurar Keuangan (CaLK) 

D IPIN JAMAN / HIBAH LUAR NEGERI 

1 Gokumen Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book! 1 tahun setelah di terbitkan 3 tahun Permanen 

2 Dokumen Kesanggupan Negara Dunor untuk Membiayai (Green Book, 1 tahun setalah loan agreemeni 3 lehun Penuanen 

ditandatangani 

3 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokurren sejenisnya 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir 5 tahun Parmanen 

4 Dokumen Loan Agreement (PHLN) seperti : Draft Agreement, Legal Opinion , Surat menyurat dengan Lender 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir 5 tahun Permanen 

5 Dokumen Alokasi dan Relokasi Fenggunaan Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan Luncuran Dana 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir 5 tahun Dinilai Kembali 

6 Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampiranrya : 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir 5 tahun Dinilai Kembali 

I - Reimbursemeni 

- Direct Payment/Transter Procedure 

| - Special Commitmenl/ UC Opening 

- Sperial Accounl/imprest Fund 

7 Onkumen Otorisasi Penarika:: Dana (Pevent Advice) 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir 5 tahun Dinilai Kembali 

2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir 5 tahun Dinilai Kembali   
  

  

Kabupaten Gorontalo Nornor : P.JRA/242/2C12 Halaman 6 dari 20 halaman 
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  JANGKA WAKTU SIMPAN 
  

  

  

  

  

  

            
  

  

CR: 
NO JENIS DOKUMEN:ARSIP f AKTIF IN AKTIF KETERANGAN 

1 
2 

3 4 5 

5 Pembukuan anggaran terdiri dari : 

Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahar Daftar Pembukuan Pencarian! Selama rekering masih aktif 5 tahun Dinilai kembali 

Pengeluaran (OPP), Daftar Himpunan Pencarian (DHP) dan Rekening Koran 

H IPENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN 

1 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembaruan temmasuk Dana Sisa atas Pengeluaran lainnya 2 tahun setelah perda tentang 5 tahun Diniiai kembali: 
pertanggungjawaban APBD disahkan 

2 Berkas Penerimaan Pajak termasuk pph 21, pph 22, PPh 23, dan PPn, Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerj: 2 tahun setelah perda tentang 5 tahun Dinilai kembali 
pertanggungjawaban APBO disahkan 

| IPENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA DAN BIAYA BANTUAN PEMILU DARI APBD 

1 Dokumen Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuas PSimiLUu dari APBD 

a. Kebijakan Keuangan Pilkada dan Peryusunan Anggaran Bantuan Pemilu 2 tahun setelah perda tentang 5 tahun Dinilai kembali 
pertanggungjawaban APBD disahkan 

b. Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkad 2 tahun setelah perda tentang 5 tahun Dinilai kembali 
pertanggungjawaban APBD disahkan 

&. Bahan Usulan Rencana Kegiatan Jan Anygaran (RKA) Piikade KPUD. PPK, PPS, KPPS dan Panwasda, Permokd 2 tahun setelah perda tentang 5 tahun Musnah 
pertangnungiawaban APRD disahkan 

d. Berkas Pembahasan RKA pilkada dan Bantuan Pe:i"lu 2 tahun setelah perda tentang 5 tahun Musnah 
, pertangcungja:saban APBD disahkan 

e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) “ilkada dan Bantuan Pemdu Kabupaten 2 tahun setelah perda tentang 5 tahun Musnah 
- - pertanggunciawaban APBD disahkan 

f. Dokumer. Rancangan Anggaran Satuan Keris (DRASK) Pili-ada KPUD dan Panwas Kabupaten Jan Bartuan Biay 2 tahun setelah perda tentang o tahun Musrah 

, bertanggungjawaban APBC disahkan 

g. Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada 2 tahun setesah perda tentann 5 tahun Dinilai kembali 
pertznggungjawaban APSD disahkan 

h. Bahan Rapat Renesiyan Peraturan Daerah teniang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBN 2 tahun seisiati perda tentang 5 tahun Dinilai kembali: 
ners ogungjawaban AP2O disahkan 

| Nota Persetiijuan DPRD tentang Perda APBD vilkada dan bantuan Biaya Pemilu dari APBS 2 tahun setelan perda tentang 5 tahun Diruiai kembali 

pertanggungjawaban APBO disahkan 

J IPELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANUAN PEMILU 

1 Berkas Penetapan Benuahara dan Atasan Langsung Beidshara KPUD. Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu 2 tahun setelan peria tentang 5 tahun Dinilai kembali 
Lo pertanggu.igjawaban APBD disahkan 

2 Berka- Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa. Bunga. Pelsksanaan Pilkada/Pes nilu | 2 tahun setelah perda tentang 5 ahun Dinulai kembali 
pertanggungjawaban APBD disahkan 

3 Berkas Setor Sisa Cana Pi'kada/Pemilu termasut Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa. Rabat Bunga. Jasa Giro 2 tahun setelah perda tentang 5 tahun Dinilai kembali 

pertanggu. raiawaban APBD disahkan 

| 4 Berkas Peryaluran Biaya Pernilu tem ssuk diantaranya Bukti Transfer Bank 2 tahun setelah peraa tentang £ tahur Dinilai “embali 
pertar ssungjawaba.: APBU disahkan 

5 Pr4doman Dokumen Pen, sdlaan Pembsayaan Kegiatan Operasional (PrKO) termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisi 2 tahun setelah perda tentang 5 tahun Dinilai kembali 
pertanggui.3jawaban APBD disahkan 

K IPELAISANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PETI 

l 
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  JANGKA WAKTU SIMPAN 
  

  
  

  

NO JENIS DOKUMEN/ARSIP 
AKTIF IN AKTIF KETERANGAN 

1 
2 

3 4 5 

11 Burti Pengeluaran Keuangan Kas Daerah 
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun Dinilai kembali 

12 Laporan Keuangan Kas Daerah 
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun Musnah 

13 Pertanggungjawaban Kepala Desa (Laporan Keuangan Tahunan Desa) 
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 1 tahun Musnah 

M IPEMERIKSAAN / PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH 

1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Renublik Indonesia atas Lapcran Keuanaan 2 tahun setelah ditindaklanjuti 5 tahun Dinilai Kembali 

2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal 
2 tahun setelah ditindaklanjuti 5 tahun Dinilai Kembali 

2 tahun setelah ditindaklanjuti 5 tahun Dinilai Kembali 

3 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional : 

a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) 

c. Tindak Lanjut / Tanggapan LHP 

a. Tuntutan Perbendaharaan 

b. Tuntutan Ganti Rugi   
b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) 

4 Dokumen Penyelesaian Keuangan Daerah : 

Nan 2 tahun setelah tagihan tuntutan     
| 

2 tahun setelah hak 
| dan kewajiban habis   Dinilai Kembali 
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